
PERJANJIAN KERJASAMA  

ANTARA  

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BANTEN 

DENGAN  

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN 

MENGENAI PELAKSANAAN SURVEI KONSUMEN (SK) TAHUN 2013 

DI PROVINSI BANTEN 

NOMOR : 15/ 4 /DSM/SSR/Sr 

NOMOR : 36000.080.1       

TANGGAL 28 MARET 2013 
 

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga 

Belas bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, kami yang 

bertandatangan dibawah ini : 

I. Ananda Pulungan 

 

: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Banten, bertempat kedudukan di Jl. Yusuf 

Martadilaga No.12 Serang-Banten dalam 

jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama 

Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan 

Gubernur Bank Indonesia No. 10/1/PDG/2008 

tanggal 18 Januari 2008 tentang Manajemen 

Logistik Bank Indonesia dan dengan demikian 

mewakili Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 

ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 1999 

tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

menjadi Undang-Undang jo Peraturan Dewan 

Gubernur (PDG) No.9/2/PDG/2007 tentang Tata 

Tertib dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, 

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, 

II. Dr. Syech Suhaimi,SE,M.Si 

 

: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 

bertempat di Kawasan Pusat Pemerintahan 

Provinsi Banten (KP3B) Kav. H1-2 Jl. Syekh 

Nawawi Al Bantani, Serang-Banten, bertindak 

dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama 

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, untuk 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 
 

PARA PIHAK  dengan terlebih dahulu  mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut  : 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang  (Lembaran Negara 

Republik… 
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4962); 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3760); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5046); 

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kerjasama Dalam Rangka Kegiatan Statistik, Teknologi Informasi, dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pusat Statistik; 

6. Nota Kesepahaman 
1.074.36000:

////1/15.:

Nomor

NKSrSSRDSMNomor
 tanggal 21 Maret 2013 antara 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dengan Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Banten tentang Kerjasama dan Koordinasi di Bidang Statistik. 

 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (yang 

selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) sepakat  untuk mengikatkan diri 

satu kepada yang lain dalam bentuk  Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Survei Konsumen 

di Wilayah Banten periode April – Desember 2013 yang selanjutnya disebut Perjanjian 

Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut. 
 

 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

 

Di dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksudkan dengan: 

a. “Hari”, “Bulan” dan “Tahun” adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan 

kalender; 

b. “Survei” adalah Survei Konsumen di wilayah Banten untuk periode survei bulan April 

s.d. Desember 2013; 

c. “Data Hasil Survei” adalah data yang telah diolah dari daftar pertanyaan responden 

survei; 

d. “Laporan Hasil Survei” adalah laporan berupa data hasil survei dalam format detail 

tabulasi komputer dan data mentah per individual responden sesuai dengan ketentuan 

dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja ini dan/atau Kerangka Acuan Survei 

Konsumen dari PIHAK PERTAMA. 

 

 

 

 

Pasal 2… 
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Pasal 2 

TUJUAN 

 

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terciptanya kerjasama antara Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi Banten dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tentang 

Pelaksanaan Survei Konsumen di Wilayah Banten  periode April – Desember 2013. 

 

 

Pasal 3 

RUANG LINGKUP  

 

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ini adalah meliputi: 

(1)  Pelaksanaan survei setiap bulan yang mencakup 200 responden di wilayah Banten 

yang berada dalam strata tertentu seperti yang telah disepakati dan berdasarkan 

Kerangka Acuan serta daftar pertanyaan yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA. 

(2)  Pengolahan dan penyerahan seluruh data hasil survei yang telah diolah tersebut 

kepada PIHAK PERTAMA. Data hasil survei harus diserahkan oleh PIHAK 

KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana akan disebut dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja ini. 

 

Pasal 4 

JANGKA WAKTU  

 

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 31 

Desember 2013 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. 

 

 

Pasal 5  

TANGGUNG JAWAB  
 

(1)  PIHAK PERTAMA bertanggungjawab dalam perencanaan dan pembiayaan atas 

pelaksanaan survei, dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

survei, pengolahan data survei, keabsahan data dan laporan yang disampaikan kepada 

PIHAK PERTAMA. 

(2)  Jika dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan atas Kerangka Acuan Kerja 

(KAK), maka atas kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan perubahan dan 

dituangkan dalam perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

 

 

Pasal 6 

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK 

 

(1)  PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban: 
a. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menyusun Kerangka Acuan Kerja 

(KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan dalam rangka 

pelaksanaan pekerjaan; 

b. Menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan survei; 

c. Melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 kepada PIHAK 

KEDUA atas biaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan KAK dan RAB. 

(2)  PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban: 

a. Melaksanakan… 
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a. Melaksanakan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b 

mengacu pada KAK 

b. Menyerahkan hasil survei dalam bentuk soft copy berupa raw data, tabel data 

hasil olahan, dan laporan bulanan berupa laporan deskriptif hasil survei melalui 

e-mail selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulan, dan apabila tanggal 15 jatuh 

pada hari libur maka hasil survei dimaksud wajib disampaikan kepada PIHAK 

PERTAMA pada hari kerja terakhir sebelum tanggal 15; 

c. Menyerahkan hasil survei dalam bentuk hard copy dalam bentuk kuesioner, raw 

data, tabel data hasil olahan, laporan quality control dan laporan bulanan berupa 

laporan deskriptif hasil survei harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA 

paling lambat pada akhir bulan periode survei; 

d. Menjaga kerahasiaan seluruh data hasil survei baik secara individu maupun 

gabungan. 

e. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk 

memperoleh pembayaran. 

(3)  PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mendapatkan dan menggunakan data dan 

laporan hasil Survei Konsumen periode April – Desember 2013; 

(4)  PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menerima pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada pasal 7 dari PIHAK PERTAMA atas biaya pelaksanaan kegiatan 

survei sesuai dengan KAK dan RAB. 

 

 

Pasal 7 

PEMBIAYAAN 

 

(1)  Biaya Pelaksanaan kegiatan Survei Konsumen periode April – Desember 2013 atau 

selama 9 (sembilan) bulan adalah sebesar Rp....... (....................). Biaya per bulan 

adalah sebesar Rp ......... (......................................) yang dibebankan pada Anggaran 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Tahun 2013. 

(2)  Rincian biaya pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdapat 

pada Lampiran Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.  

 

 

Pasal 8 

TATA CARA PEMBAYARAN 

 

(1)  Pembayaran secara bertahap atas pembiayaan untuk pelaksanaan survei sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 7 akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK 

KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pengajuan 

pembayaran dari PIHAK KEDUA dan ditransfer melalui: 

Nama bank :  

Atas Nama : Bendahara Penerimaan….. 
Nomor Rekening : 

NPWP : 

(2)  Tahapan pengajuan pembayaran atas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan pada: 

a. Bulan April 2013 sebesar Rp .......... (..................) yang mencakup biaya 

pelaksanaan Survei Konsumen periode April – Juni 2013. 

a. Bulan … 
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b. Selambatnya bulan Juli 2013 sebesar Rp ....... (.................) yang mencakup biaya 

pelaksanaan Survei Konsumen periode Juli – September 2013.  

c. Selambatnya bulan September 2013 sebesar Rp ........ (.............) yang mencakup 

biaya pelaksanaan Survei Konsumen periode Oktober – Desember 2013. 

(3)  PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) pasal ini melalui surat kepada PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan 

kuitansi dan Pernyataan Tertulis Atas Kesanggupan Penyelesaian Seluruh Pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. 

 

 

Pasal 9 

PEMBAHASAN DAN HAK KEPEMILIKAN HASIL SURVEI 

 

(1)  Apabila dipandang perlu, PIHAK PERTAMA dapat mengundang PIHAK 

KEDUA untuk mengadakan pembahasan mengenai kegiatan survei yang telah dan 

akan dilaksanakan kemudian oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA harus 

bersedia memenuhi undangan tersebut. 

(2)  Seluruh hasil survei dalam bentuk data harus menggunakan nama PIHAK 

PERTAMA.  

(3)  Semua hasil survei adalah milik PIHAK PERTAMA. 

(4)  PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan keterangan, data atau 

memperbanyak hasil survei untuk kepentingan pihak lain. 

 

 

 

Pasal 10 

KEADAAN MEMAKSA 

 

(1)  Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-

peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, dan terjadi 

di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK, termasuk tapi tidak terbatas pada 

peristiwa bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru hara, pemberontakan, 

perang,  kebakaran dan atau Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga 

PARA PIHAK terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

(2)  Apabila keadaan memaksa terjadi di tempat pelaksanaan survei, maka PIHAK 

KEDUA wajib melakukan tindakan-tindakan secara wajar untuk mengurangi atau 

memperkecil kerugian yang mungkin terjadi pada PIHAK PERTAMA sebagai akibat 

dari keadaan memaksa tersebut.  

(3)  PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA secara 

tertulis yang disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan tentang telah terjadinya 

keadaan memaksa tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya 

peristiwa dimaksud untuk disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dan 

mendapatkan tenggang waktu pekerjaan yang tertunda karena keadaan memaksa 
tersebut. Apabila permohonan tersebut tidak diajukan oleh PIHAK KEDUA maka 

PIHAK KEDUA tidak dapat mempergunakan alasan keadaan memaksa tersebut dan 

PIHAK KEDUA diwajibkan menyelesaikan kegiatannya dalam batas waktu yang 

telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Kerjasama ini. 

(4)  Setelah menerima permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang keadaan 

memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK PERTAMA akan 

memberikan jawaban secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, setelah diadakan 

PIHAK... 
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penelitian kebenarannya menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA layak untuk 

diberikan perpanjangan waktu pekerjaan. 

(5)  Apabila setelah dilakukan penelitian oleh PIHAK PERTAMA dan memandang 

bahwa alasan PIHAK KEDUA tentang keadaan memaksa tidak tepat, maka PIHAK 

PERTAMA akan menolak permohonan PIHAK KEDUA secara tertulis dan kepada 

PIHAK KEDUA diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang 

telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Kerjasama ini. 

(6)  Segala kerugian yang terjadi akibat keadaan memaksa menjadi tanggung jawab 

masing-masing PIHAK.  

 

 

Pasal 11 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
 

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibatnya timbul perbedaan pendapat 

atau perselisihan, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah 

untuk mencapai mufakat.  

 

Pasal 12 

LAIN-LAIN 

 

(1)  Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam 

perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK yang 

akan dituangkan dalam bentuk berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan 

perubahan/Addendum Perjanjian Kerjasama, yang merupakan kesatuan dan bagian 

yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 

(2)  Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan 

dengan perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada 

yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis. 

(3)  Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 

ini dialamatkan kepada: 

 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten 

Alamat : Jl. Yusuf Martadilaga No. 12 Serang - Banten 

 

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) 

    Kav. H1-2 

  Jl. Syech Nawawi Al Bantani 

    Serang - Banten 

 

 

 

Pasal 13 

PENUTUP 

 

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK di Serang pada 

hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan dibuat rangkap 4 (empat), 

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermeterai 

cukup untuk keperluan masing-masing pihak. 

Pasal 13… 
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BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI BANTEN 

 

 

 

 

 

          Dr. Syech Suhaimi, SE, MSi 

Kepala 

KEPALA KANTOR PERWAKILAN 

BANK INDONESIA PROVINSI BANTEN 

 

 

 

 

 

Ananda Pulungan 

Deputi Direktur 
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